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Abstract

Purpose: This study aims to formulate an integrated economic
policy strategy to promote inclusive and sustainable economic
growth in Sungai Penuh City through sectoral integration between
agriculture and trade.

Research methodology: The study applies an applied policy
research approach using secondary data from Statistics Indonesia
(BPS), regional planning documents, and local government reports
(2020-2024). The analysis includes regional economic assessment,
trend analysis, value chain analysis of agriculture—trade linkages,
policy evaluation, and comparative analysis of policy alternatives.
Results: Agriculture and trade contribute over 40 percent of
regional GDP but remain characterized by low productivity and
limited value added. Economic growth has not been fully inclusive,
as indicated by slow poverty reduction and persistent income
inequality. Existing policies are fragmented and sectoral, limiting
effective integration among agriculture, trade, and MSMEs. The
development of inclusive agricultural-trade economic clusters
emerge as the most strategic policy option to strengthen value
chains, enhance productivity, expand employment, and improve
income distribution.

Conclusions: Inclusive and sustainable economic growth in
Sungai Penuh City requires an integrated economic policy
framework that strengthens sectoral linkages and supports local
economic transformation.

Limitations: This study relies solely on secondary data without
primary or micro-level analysis.

Contributions: This study provides an evidence-based policy
framework for designing integrated and inclusive regional
economic development strategies in non-metropolitan areas.
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1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan.
Namun, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak selalu diikuti oleh peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, evaluasi pembangunan ekonomi tidak cukup
hanya berfokus pada besaran output, tetapi juga perlu mempertimbangkan struktur ekonomi, distribusi
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pendapatan, serta kondisi ketenagakerjaan. Dalam literatur pembangunan, pertumbuhan ekonomi
inklusif dipahami sebagai pertumbuhan yang disertai perluasan kesempatan ekonomi dan distribusi
manfaat yang lebih setara (Rauniyar & Kanbur, 2009; Setyohadi, PD, & Tjitrosumarto, 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menurunkan
kemiskinan dan ketimpangan apabila tidak disertai transformasi struktural dan penyerapan tenaga kerja
produktif. Wahyudi and Silpayana (2022) menunjukkan bahwa struktur tenaga kerja dan karakteristik
sektor dominan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Hardana, Nasution, Damisa, Lestari, and Zein (2023) menunjukkan bahwa tanpa
penguatan sektor produktif, pertumbuhan tidak secara signifikan menurunkan kemiskinan. Lembaga
internasional seperti W. Bank (2022); OECD (2023) juga menekankan pentingnya integrasi antar sektor
ekonomi untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan.

Dalam konteks Kota Sungai Penuh, struktur perekonomian periode 2020-2024 masih didominasi oleh
sektor pertanian dan perdagangan besar dan eceran. Data Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh
menunjukkan bahwa sektor pertanian berkontribusi sekitar 22-23 persen dan sektor perdagangan
sekitar 18-19 persen terhadap PDRB. Secara agregat, kedua sektor tersebut menyumbang lebih dari 40
persen PDRB daerah dan menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dari sisi struktural, sektor pertanian
masih didominasi kegiatan produksi primer dengan nilai tambah terbatas, tercermin dari kontribusi
industri pengolahan yang hanya sekitar 7 persen terhadap PDRB. Hal ini mengindikasikan bahwa
transformasi struktural dan integrasi hulu-hilir belum berjalan optimal (Dethier & Effenberger, 2012).

Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan yang bersumber dari sektor pertanian
cenderung lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan pertumbuhan dari sektor non-
pertanian, terutama bagi kelompok miskin di wilayah berpendapatan rendah, karena tingginya
partisipasi rumah tangga miskin dalam aktivitas pertanian dan besarnya peran sektor ini dalam
perekonomian daerah (Christiaensen, Demery, & Kuhl, 2011). Pengalaman di berbagai wilayah
menunjukkan bahwa pengembangan pertanian berkelanjutan yang didukung inovasi teknologi dan
penguatan kapasitas petani mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat
desa. Nasihin et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan pertanian berkelanjutan tidak hanya
meningkatkan output pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat
lokal. Temuan ini relevan sebagai dasar penguatan kebijakan pertanian bernilai tambah di Kota Sungai
Penuh.

Dalam konteks ekonomi lokal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis
sebagai penghubung antara sektor pertanian dan perdagangan. UMKM berperan dalam pengolahan
hasil pertanian, distribusi produk, serta pemasaran ke pasar lokal dan regional, sehingga memperkuat
rantai nilai dan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Berbagai studi di Indonesia menunjukkan
bahwa penguatan UMKM berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan
pendapatan masyarakat, dan pemerataan hasil pembangunan ekonomi, terutama di wilayah non-
metropolitan (Suci, Dilla Amelia, Muhammad, & Lokot Muda, 2025; Wiranata, Efendi, & Sari, 2024).

Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi kendala utama bagi penguatan peran UMKM dalam
perekonomian daerah. Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa rendahnya inklusi keuangan
menyebabkan UMKM sulit meningkatkan skala usaha, produktivitas, serta keterkaitannya dengan
sektor pertanian dan perdagangan. Di Indonesia, kesehatan sektor perbankan dan ketersediaan kredit
terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan UMKM, yang pada gilirannya
berdampak pada kinerja ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selain itu, peningkatan akses tabungan
dan dana pihak ketiga juga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di
tingkat regional (Zahra & Ajija, 2023; Gustriani, Asngari, Suhel, & Yulianita, 2023; Purnamasari,
Seprillina, Qurrata, Sarmidi, & Cahayati, 2025).

Dalam konteks pembangunan daerah, integrasi kebijakan sektor pertanian dan perdagangan menjadi
krusial untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan
ekonomi lokal. Padmayoni, Widanti, and Dewi (2025) menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor
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dalam pengelolaan pangan, distribusi, dan stabilisasi harga mampu melindungi kelompok
berpendapatan rendah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Temuan ini
memperkuat urgensi penguatan keterkaitan hulu-hilir antara sektor pertanian dan perdagangan dalam
kerangka kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa penguatan UMKM melalui digitalisasi pemasaran dan
pendampingan usaha berperan signifikan dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal serta
memperluas akses pasar. Putri, Suningsih, Karim, and Hendrawaty (2023) mengemukakan bahwa
penerapan pemasaran digital pada UMKM dan BUMDes mampu meningkatkan kinerja usaha dan
keberlanjutan ekonomi lokal. Selain itu, Ariandi (2025) menegaskan bahwa pendampingan strategi
pemasaran berbasis digital secara terstruktur meningkatkan efektivitas penjualan UMKM dan daya
saing ekonomi daerah.

Sejumlah penelitian juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya berorientasi pada
peningkatan output agregat tanpa pemerataan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi.
Ammi, Putri, Aldi, and Fahrur (2024) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif mencakup
perluasan partisipasi ekonomi berbagai kelompok masyarakat dan peningkatan kesejahteraan kelompok
marginal melalui peningkatan akses terhadap peluang ekonomi dan sumber daya. Pendekatan inklusif
menuntut identifikasi subsektor unggulan yang memiliki potensi besar dalam memperluas kesempatan
kerja dan pendapatan masyarakat. Rustiadi (2025) menunjukkan bahwa subsektor tanaman pangan dan
hortikultura memiliki potensi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan di tingkat regional. Temuan ini relevan dengan karakteristik ekonomi Kota Sungai Penuh
yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian.

Meskipun kajian tentang pertumbuhan inklusif telah banyak dilakukan pada level nasional dan provinsi,
masih terbatas studi yang secara simultan mengintegrasikan analisis struktur PDRB sektoral, struktur
ketenagakerjaan, kemiskinan, dan ketimpangan pada tingkat kota agraris non-metropolitan seperti Kota
Sungai Penuh. Kesenjangan ini penting untuk diatasi mengingat pertumbuhan ekonomi daerah yang
relatif stabil belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan.
Berdasarkan kondisi tersebut, policy paper ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor struktural
yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum inklusif; (2) mengevaluasi efektivitas kebijakan
pembangunan ekonomi periode 2021-2024; dan (3) merumuskan alternatif kebijakan terintegrasi
berbasis rantai nilai untuk memperkuat sektor pertanian dan perdagangan dengan dukungan UMKM.
Secara konseptual dan operasional, kajian ini mengembangkan Model Klaster Ekonomi Inklusif
Berbasis Rantai Nilai Lokal sebagai kerangka integratif untuk mendorong transformasi ekonomi daerah
yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Metodologi

Policy paper ini menggunakan pendekatan kajian kebijakan pembangunan daerah dengan metode
analisis deskriptif—evaluatif (applied policy research) untuk menganalisis kondisi perekonomian Kota
Sungai Penuh, mengevaluasi kebijakan periode 2020-2024, serta merumuskan rekomendasi kebijakan
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan hingga 2029 sesuai RPJMD. Unit analisis mencakup Kinerja
ekonomi daerah, khususnya sektor pertanian dan perdagangan.

Data yang digunakan terutama berupa data sekunder dari BPS dan dokumen perencanaan daerah, yang
dilengkapi dengan data primer kualitatif terbatas untuk memperkuat validitas analisis. Keterbatasan
utama data sekunder terletak pada sifatnya yang agregat dan belum sepenuhnya menangkap dinamika
mikro serta kendala implementasi di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Fenomena Ekonomi Daerah

Kinerja perekonomian Kota Sungai Penuh periode 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan yang relatif
stabil, namun belum diikuti perubahan struktur ekonomi yang signifikan. Sebagaimana ditunjukkan
pada Tabel 1, sektor pertanian dan perdagangan secara konsisten menyumbang lebih dari 40 persen
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PDRB, sementara kontribusi industri pengolahan tetap rendah (sekitar 7 persen). Pola ini menandakan
bahwa struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor primer dan perdagangan tradisional,
dengan diversifikasi dan peningkatan nilai tambah yang terbatas.

Dominasi sektor primer yang berlangsung lama sering dikaitkan dengan stagnasi produktivitas dan
rendahnya kualitas pertumbuhan apabila tidak disertai transformasi struktural (Andriansyah, Nurwanda,
& Rifai, 2023; Halim, Yusuf, Sumner, & Purnagunawan, 2025; Jui, 2025; Yusuf, Anglingkusumo, &
Sumner, 2021). Kondisi ini mengindikasikan bahwa transformasi struktural tidak berlangsung secara
mekanis, melainkan dipengaruhi oleh proses evolusioner yang mencakup kesiapan teknologi, kapasitas
kelembagaan Chizaryfard, Trucco, and Nuur (2021), serta keterkaitan antar sektor ekonomi
sebagaimana juga ditegaskan oleh laporan lembaga internasional A. D. Bank (2023) dan W. Bank
(2022), seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Kontribusi PDRB Kota Sungai Penuh menurut lapangan usaha utama tahun 2020-2024 (%)

Rata-
Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 rata (%)

Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 23,4 23,1 22,8 22,4 22,1 22,8
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan 18,2 18,5 19 19,3 19,6 189
Sepeda Motor
Administrasi Pemerintahan,
Pert_ahanar_l_, dan Jaminan 10,1 10 0.8 9,6 9,5 9,8
Sosial Wajib
Jasa Pendidikan dan Kesehatan 8,9 9.1 9,2 9,4 9,6 9,2
Industri Pengolahan 7.4 7.3 7.2 7.1 7 7,2
Lainnya 32 32 32 32,2 32,2 32,1

Tabel 1 di atas mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum ditopang oleh proses
diversifikasi sektor atau peningkatan nilai tambah yang memadai. Literatur pembangunan menegaskan
bahwa tanpa transformasi struktural yang mendorong pergeseran aktivitas ekonomi menuju sektor
bernilai tambah lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi daerah cenderung bersifat rentan dan kurang
inklusif (Kazembe, Chomachoma, Nkoa, & Kelly, 2026; Wu & Cai, 2025).

Dominasi sektor primer yang belum disertai dengan transformasi struktural dan peningkatan
produktivitas lintas sektor berimplikasi pada terbatasnya kemampuan perekonomian daerah dalam
menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Studi kebijakan dan empiris menunjukkan
bahwa wilayah yang bergantung pada sektor bernilai tambah rendah cenderung mengalami stagnasi
produktivitas apabila tidak didukung oleh integrasi kebijakan pembangunan dan penguatan keterkaitan
antar sektor ekonomi (A. D. Bank, 2023; W. Bank, 2022).

Di sisi lain, peran UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal belum optimal akibat lemahnya
kelembagaan usaha, keterbatasan akses pembiayaan, serta rendahnya integrasi dengan rantai nilai
pertanian dan perdagangan. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan
UMKM, penyediaan layanan pengembangan usaha, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi
merupakan prasyarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
di tingkat regional (Farida, 2025; Kusumawardhani, Wulandari, Amriadi, Kasmirandi, & Abbas, 2025).
Selain itu, komposisi tenaga kerja semakin memperkuat gambaran ketergantungan terhadap sektor
tradisional. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja 2024, sekitar 35 persen penduduk bekerja di sektor
pertanian dan sekitar 25 persen di sektor perdagangan, sementara sektor industri dan jasa modern hanya
menyerap sebagian kecil tenaga kerja. Tingginya konsentrasi tenaga kerja pada sektor-sektor
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berproduktivitas rendah merupakan ciri umum daerah yang belum mengalami transformasi struktural,
serta berimplikasi pada rendahnya pendapatan dan terbatasnya mobilitas ekonomi masyarakat (Haile,
2025; Mamman & Sohag, 2023).

Dari sisi sosial ekonomi, rasio gini Kota Sungai Penuh berada pada kisaran 0,34-0,36, sementara tingkat
kemiskinan masih sekitar 4 persen. Meskipun capaian ini relatif lebih baik dibandingkan rata-rata
provinsi, indikator tersebut menunjukkan kecenderungan stagnasi dalam lima tahun terakhir. Berbagai
penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi perubahan struktur ekonomi
dan peningkatan produktivitas lintas sektor cenderung gagal menurunkan ketimpangan pendapatan
secara signifikan (Henson, 2025; Karimu & Abubakar, 2025).

Tabel 2. Rasio gini dan tingkat kemiskinan Kota Sungai Penuh tahun 2020-2025

Tahun Rasio Gini Tingkat Kemiskinan (%o) l\\jltijsrﬂilﬁrzrlzi’lgzdouriﬁ:)
2020 0,351 5,63 4,70
2021 0,347 5,42 4,55
2022 0,342 521 4,40
2023 0,338 5,08 4,32
2024 0,336 4,95 4,25

Secara keseluruhan, fenomena ekonomi Kota Sungai Penuh menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi yang terjadi masih bersifat kuantitatif dan belum sepenuhnya berkualitas. Ketergantungan
pada sektor pertanian dan perdagangan tradisional, rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan,
serta tingginya konsentrasi tenaga kerja pada sektor berproduktivitas rendah mengindikasikan bahwa
transformasi struktural ekonomi daerah belum berjalan optimal. Temuan ini sejalan dengan berbagai
studi lintas negara dan regional yang menegaskan bahwa tanpa kebijakan pembangunan yang
terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi daerah akan sulit
bersifat inklusif dan berkelanjutan (Andriansyah et al., 2023; Sen, Sumner, & Yusuf, 2020; Yusuf et
al., 2021).

Berdasarkan kondisi faktual dan analisis tren ekonomi di atas, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis
yang relevan dengan arah kebijakan penguatan sektor pertanian dan perdagangan di Kota Sungai Penuh,
yaitu Pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh belum inklusif karena pertumbuhan PDRB belum
diikuti pemerataan kesejahteraan. Produktivitas pertanian rendah akibat minim inovasi dan hilirisasi,
sementara perdagangan terkonsentrasi di pusat kota. UMKM masih didominasi usaha mikro dengan
akses pembiayaan dan literasi digital terbatas. Keterbatasan infrastruktur, logistik, dan koordinasi lintas
sektor memperlemah integrasi rantai nilai ekonomi daerah.

Isu-isu strategis tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan ekonomi daerah bersifat
struktural dan saling terkait, mencakup keterbatasan produktivitas sektor dominan, lemahnya nilai
tambah ekonomi lokal, serta belum optimalnya integrasi kebijakan lintas sektor. Literatur kebijakan
pembangunan regional menegaskan bahwa tanpa pendekatan kebijakan terintegrasi dan berbasis
transformasi struktural, pertumbuhan ekonomi daerah cenderung tidak inklusif dan sulit memberikan
dampak kesejahteraan yang merata (OECD, 2023).

Isu-isu di atas sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang tercantum dalam
Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJIMD 2025-2029, yaitu:

1). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

2). Mengembangkan potensi unggulan daerah, khususnya pertanian, perdagangan, dan pariwisata.
3). Meningkatkan daya saing UMKM dan wirausaha lokal.

4). Memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan wilayah.
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3.2 Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan

Tujuan utama dari kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kota Sungai
Penuh melalui penguatan dan integrasi sektor pertanian dan perdagangan, sehingga pertumbuhan
ekonomi tidak hanya tercermin pada peningkatan PDRB, tetapi juga berdampak pada peningkatan
produktivitas tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan perluasan kesempatan ekonomi bagi
masyarakat.

Untuk mencapai tujuan umum tersebut, ditetapkan beberapa tujuan khusus sebagai berikut:

1).

2),
3),
4).

5),

Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian melalui pengembangan komoditas
unggulan, adopsi teknologi pertanian modern, dan penguatan sistem pascapanen serta pemasaran
hasil pertanian.

Mendorong penguatan sektor perdagangan daerah, khususnya perdagangan besar, eceran, dan
logistik berbasis potensi lokal yang mendukung rantai pasok pertanian.

Meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM, melalui peningkatan akses terhadap
pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, serta digitalisasi perdagangan lokal.

Memperkuat infrastruktur ekonomi lokal seperti pasar, gudang, jalan produksi, dan fasilitas
logistik untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah.

Meningkatkan pemerataan kesempatan kerja dan pendapatan, terutama bagi masyarakat di wilayah
pinggiran dan sektor informal, melalui integrasi pertanian—perdagangan yang inklusif.

Sasaran kebijakan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator ekonomi makro daerah dan target
pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kota Sungai Penuh 2025-2029, sebagaimana disajikan

pada Tabel 3.
Tabel 3. Sasaran pembangunan ekonomi inklusif Kota Sungai Penuh
Kondisi
No Indikator 2024 | Target 2029 Keterangan / Arah
. Kebijakan
(Baseline)
1 Laju pertumbuhan 48 = 6.0 Penguatan sektor unggulan
ekonomi daerah (%) ' - pertanian dan perdagangan
Inklusivitas pertumbuhan
2 Tingkat kemiskinan (%) 5 <35 melalui perluasan lapangan
kerja
3 | Rasio Gini 0,34 <032 | Pengurangan kesenjangan
pendapatan antarwilayah
Kontribusi sektor
4 pertanian & 42 > 450 Penlr)gkatan nilai tambah dan
perdagangan terhadap rantai pasok ekonomi
PDRB (%)
Produktivitas tenaga . .
5 kerja sektor pertanian 21 >28 Adopsi _tekr)ologl &
. - modernisasi pertanian
(Rp/juta per pekerja)
5 Jurr_1|ah UMKM aktif 7000 > 10.000 Pfer!gugtan_ akses permodalan &
(unit) digitalisasi
Nilai ekspor komoditas Diversifikasi dan promosi
7 Lérg)g);gulan daerah (miliar 12 >20 perdagangan luar daerah

3.3 Hubungan Tujuan Kebijakan dengan Agenda Pembangunan Daerah dan Nasional

Untuk menunjukkan keselarasan tujuan kebijakan pembangunan ekonomi inklusif Kota Sungai Penuh
dengan agenda pembangunan daerah, nasional, dan global, hubungan tersebut dipetakan secara ringkas
dan sistematis dalam Tabel 4.

40
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Tabel 4 Pemetaan hubungan tujuan kebijakan dengan agenda pembangunan daerah, nasional, dan global

Aspek RP‘JM.D Kota RPJMN 2025— Implikasi Kebijakan
Kebijakan Sungai Penuh 2029 SDGs Daerah
2025-2029
Penguatan Misi Kedua: Prioritas SDG 8 (Decent | Peningkatan
sektor pertanian | Meningkatkan Nasional 2: Work and produktivitas
sebagai sektor | pertumbuhan Transformasi Economic pertanian, modernisasi
basis ekonomi | ekonomi yang ekonomi Growth) produksi, dan
daerah inklusif dan berdaya saing penguatan nilai tambah
berkelanjutan komoditas unggulan
lokal
Integrasi sektor | Sasaran Transformasi SDG 8 & SDG | Pengembangan rantai
pertanian dan peningkatan daya | struktur 9 (Industry, nilai pertanian—
perdagangan saing ekonomi ekonomi Innovation, and | perdagangan dan
daerah dan berbasis rantai Infrastructure) | klaster ekonomi lokal
pemerataan nilai
antarwilayah
Penguatan Peningkatan Penguatan SDG 8 & SDG | Perluasan akses
UMKM dan kapasitas UMKM | ekonomi rakyat | 10 (Reduced pembiayaan,
ekonomi rakyat | dan wirausaha dan UMKM Inequalities) pendampingan usaha,
lokal dan digitalisasi
UMKM
Pemerataan Pengurangan Pertumbuhan SDG 10 Penciptaan lapangan
kesempatan kesenjangan ekonomi (Reduced kerja berbasis sektor
kerja dan wilayah dan inklusif dan Inequalities) riil dan ekonomi lokal
pendapatan kemiskinan berkeadilan
Peningkatan Penguatan Penguatan SDG 9 & SDG | Revitalisasi pasar,
konektivitas infrastruktur konektivitas 11 (Sustainable | jalan produksi, dan
dan pendukung dan logistik Cities and fasilitas logistik
infrastruktur kegiatan ekonomi | nasional Communities) pertanian
ekonomi
Koordinasi Tata kelola Reformasi SDG 16 (Peace, | Sinkronisasi program
lintas sektor pembangunan birokrasi dan Justice, and OPD dan penguatan
dan daerah yang perencanaan Strong perencanaan berbasis
kelembagaan efektif terintegrasi Institutions) bukti

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebijakan penguatan sektor pertanian dan perdagangan di Kota
Sungai Penuh tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan nasional
dan agenda pembangunan global. Pemetaan ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi inklusif yang
diusulkan memiliki landasan perencanaan yang kuat, baik dari sisi visi daerah, prioritas nasional,
maupun target pembangunan berkelanjutan, sehingga layak dijadikan acuan dalam penyusunan
kebijakan dan program pembangunan lintas sektor.

3.4 Arah Umum Kebijakan
Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi yang telah dirumuskan, arah kebijakan
pembangunan ekonomi inklusif Kota Sungai Penuh diarahkan untuk menjawab permasalahan struktural
perekonomian daerah sekaligus mengoptimalkan potensi sektor unggulan lokal. Pertama, transformasi
struktur ekonomi daerah dari ekonomi berbasis sektor primer menuju ekonomi bernilai tambah tinggi
menjadi arah kebijakan utama. Selama ini, perekonomian Kota Sungai Penuh masih didominasi oleh
aktivitas pertanian primer dan perdagangan tradisional dengan nilai tambah yang terbatas. Oleh karena
itu, kebijakan diarahkan pada penguatan hilirisasi pertanian, pengembangan agroindustri skala kecil dan
menengah, serta peningkatan kapasitas pengolahan hasil pertanian.
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Kedua, integrasi rantai nilai pertanian dan perdagangan melalui penguatan Klaster ekonomi lokal
menjadi instrumen utama dalam mendorong ekonomi inklusif. Pendekatan klaster memungkinkan
keterkaitan yang lebih erat antara petani, UMKM pengolahan, pedagang, dan pelaku logistik dalam satu
sistem ekonomi. Ketiga, peningkatan konektivitas dan infrastruktur ekonomi lokal diarahkan untuk
memperlancar arus barang, jasa, dan informasi antarwilayah di Kota Sungai Penuh. Keterbatasan
infrastruktur jalan produksi, pasar, fasilitas penyimpanan, dan logistik.

Keempat, pemberdayaan UMKM dan ekonomi rakyat diarahkan agar pelaku usaha lokal menjadi aktor
utama dalam sistem ekonomi inklusif. UMKM diposisikan sebagai penghubung strategis antara sektor
pertanian dan perdagangan, sekaligus sebagai motor penciptaan lapangan kerja. Kelima, peningkatan
kolaborasi multipihak menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan kebijakan ekonomi inklusif.
Pengembangan ekonomi daerah tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi memerlukan
sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.

3.5 Analisis Situasi dan Akar Masalah

3.5.1 Kondisi Ketenagakerjaan dan Produktivitas

Data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap lebih dari sepertiga tenaga kerja Kota Sungai
Penuh, diikuti oleh sektor perdagangan dengan sekitar seperempat dari total tenaga kerja. Namun,
tingkat produktivitas dan upah rata-rata di kedua sektor ini masih tergolong rendah dibanding sektor
formal lainnya. Hal ini mencerminkan kualitas pertumbuhan yang belum inklusif, di mana sebagian
besar masyarakat bekerja pada sektor berpendapatan rendah.

Tabel 5. Distribusi tenaga kerja menurut lapangan usaha (2024)

Lapangan Usaha Persentase Tenaga Kerja Rata-Rata Upah
(%) Bulanan (Rp)
Pertanian, Kehutanan, Perikanan 35 1.850.000
Perdagangan dan Jasa Perorangan 25 2.100.000
Pemerintahan 15 3.800.000
Pendidikan dan Kesehatan 10 4.000.000
Industri dan Konstruksi 8 3.200.000
Lainnya 7 2.900.000

Sektor pertanian dan perdagangan menyerap 60 persen tenaga kerja, tetapi hanya menghasilkan
pendapatan di bawah rata-rata kota. Dengan kata lain, sebagian besar penduduk bekerja di sektor dengan
produktivitas rendah, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi sulit dirasakan secara luas. Tingginya
konsentrasi tenaga kerja pada sektor pertanian dan perdagangan tradisional berimplikasi pada
rendahnya produktivitas dan pendapatan rata-rata pekerja. Literatur pembangunan menegaskan bahwa
peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja merupakan prasyarat utama agar pertumbuhan
ekonomi dapat bersifat inklusif dan berkelanjutan, terutama di daerah yang masih bergantung pada
sektor primer (W. Bank, 2022).

3.5.2 Kelembagaan dan Ekosistem UMKM

Hasil pendataan Dinas Koperasi dan UKM Kota Sungai Penuh tahun 2024 menunjukkan bahwa
terdapat sekitar 7.000 pelaku UMKM aktif, dengan lebih dari 80 persen di antaranya masih berada pada
skala usaha mikro dan beroperasi dengan keterbatasan modal. Struktur UMKM yang didominasi oleh
usaha mikro ini mencerminkan rendahnya kapasitas akumulasi usaha serta terbatasnya kemampuan
untuk melakukan ekspansi produksi dan peningkatan nilai tambah. Dari sisi kelembagaan, sebagian
besar pelaku UMKM belum terhubung secara memadai dengan lembaga pembiayaan formal, baik
melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan berbasis syariah. Keterbatasan akses
pembiayaan ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan, tetapi juga oleh lemahnya
kelengkapan administrasi usaha, seperti pencatatan keuangan dan legalitas usaha, yang menjadi
prasyarat utama dalam sistem pembiayaan formal.
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Selain itu, tingkat integrasi UMKM ke dalam ekosistem digital dan jaringan perdagangan yang lebih
luas masih relatif rendah. Sebagian besar UMKM masih mengandalkan pola pemasaran konvensional
dengan jangkauan pasar terbatas pada wilayah lokal. Kondisi ini menghambat kemampuan UMKM
untuk memperluas pasar, meningkatkan volume penjualan, serta membangun Kketerkaitan yang
berkelanjutan dengan sektor perdagangan modern dan rantai pasok. Dalam konteks pembangunan
ekonomi daerah, keterbatasan kelembagaan dan ekosistem UMKM tersebut berdampak langsung pada
peran UMKM dalam struktur perekonomian lokal. UMKM belum mampu berfungsi secara optimal
sebagai penghubung antara sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku dan sektor perdagangan
sebagai penggerak distribusi dan pemasaran. Akibatnya, potensi UMKM sebagai penggerak ekonomi
rakyat yang inklusif dan berkelanjutan belum sepenuhnya terealisasi.

3.5.3 Keterbatasan Nilai Tambah dan Hilirisasi Pertanian

Meskipun sektor pertanian merupakan salah satu kontributor utama terhadap Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kota Sungai Penuh, nilai tambah yang dihasilkan dari sektor ini masih relatif
rendah. Struktur produksi pertanian daerah masih didominasi oleh penjualan komoditas dalam bentuk
bahan mentah, khususnya untuk komoditas unggulan seperti padi, sayuran dataran tinggi, kopi, dan
cabai. Pola ini mencerminkan keterbatasan kemampuan sektor pertanian dalam menciptakan nilai
tambah melalui kegiatan pengolahan dan diferensiasi produk.

Rendahnya tingkat hilirisasi pertanian tidak terlepas dari keterbatasan fasilitas pengolahan dan
agroindustri di tingkat lokal. Minimnya unit pengolahan pascapanen menyebabkan hasil pertanian
sebagian besar langsung dipasarkan tanpa melalui proses sortasi, pengemasan, atau pengolahan lanjutan
yang dapat meningkatkan kualitas dan harga jual. Selain itu, adopsi teknologi pascapanen masih
terbatas, sehingga tingkat kehilangan hasil (post-harvest losses) relatif tinggi dan efisiensi rantai pasok
belum optimal. Rendahnya tingkat pengolahan hasil pertanian menyebabkan sebagian besar komoditas
unggulan daerah dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah yang terbatas, sehingga
sektor pertanian belum berperan optimal sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah (A. D. Bank
2021). Berdasarkan hasil analisis situasi di atas, akar masalah rendahnya pertumbuhan ekonomi inklusif
di Kota Sungai Penuh dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 6. Identifikasi akar masalah

Bidang Akar Masalah Utama Dampak

Struktur Ekonomi | Ketergantungan tinggi pada sektor Pertumbuhan ekonomi stagnan dan
primer dan perdagangan tradisional rentan fluktuasi

Produktivitas Rendahnya kemampuan SDM dan Upah rendah, daya saing lemah
Tenaga Kerja akses teknologi
Infrastruktur Jalan produksi, pasar, dan logistik Biaya distribusi tinggi, efisiensi
Ekonomi terbatas rendah
Kelembagaan Lemahnya akses pembiayaan dan UMKM tidak tumbuh signifikan
UMKM digitalisasi
Nilai Tambah Minimnya pengolahan hasil pertanian | Nilai ekonomi pertanian rendah
Pertanian
Koordinasi Lintas | Program ekonomi masih parsial antar- | Tidak terjadi integrasi kebijakan
Sektor OPD pertanian—perdagangan

3.6 Evaluasi Kebijakan Yang Ada

3.6.1 Kebijakan dan Program Ekonomi yang Telah Dijalankan

Selama periode RPIMD 2021-2026, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melaksanakan berbagai
program pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat sektor pertanian, perdagangan,
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serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program-program tersebut tersebar
di beberapa OPD, di antaranya:

Tabel 7. Program pembangunan ekonomi daerah menurut perangkat daerah
No Peg;:g;]at Program/Kegiatan Utama Fokus Program
. . Peningkatan produksi,
a. s:rr:lﬁgrlf[ﬁt(irlltgrrgdukSI tanaman pangan oro du_ktivitas, d_an
Dinas Pertanian | b. Pengembangan pertanian berkelanjutan kapasitas pﬁtanrl]serta
1 | dan Ketahanan dan ketahanan pangan keluarga penguatgn e:]a anan
Pangan c. Bantuan sarana produksi (benih, pupuk, pangan daeran.
alat mesin pertanian)
d. Pelatihan dan penyuluhan petani.
a. Pengembangan pasar rakyat dan Penguatan ekosistem
Dinas revitalisasi infrastruktur perdagangan. perdagangan lokal,
Perdagangan b. Pemberdayaan koperasi dan UMKM koperasi, dan UMKM
2 Koperas o melalui pelatihan kewirausahaan. untuk meningkatkan
UKM c. Fasilitasi pembiayaan KUR, akses pasar dan
pembentukan koperasi syariah, dan pembiayaan.
pendampingan usaha kecil.
Badan a. Penyusunan rencana strategis ekonomi froordinas! perencanaan
Perencanaan ' lokal (2022_2024) dan Integl’aSI program -
3 | Pembangunan b. Sinkronisasi pro rz;lm lintas sektor permbangunan ekonomi
Daerah ) ) p g N A I|ntas OPD
melalui Musrenbang tematik ekonomi.
(Bappeda)
Di . a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Penyediaan
inas Pekerjaan ; . .
Umum dan produksi pertanian serta akses mfr_as_truktur pen@ukung
4 Penataan Ruang antarke(_:ama_tan. _ aktlvm}s _ekono_ml dan
(PUPR) b. Penyediaan infrastruktur dasar ekonomi konektivitas wilayah.
(jembatan, drainase, dan pasar).

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh telah berupaya meningkatkan
aktivitas ekonomi lokal, namun masih bersifat sektoral dan belum membentuk integrasi rantai nilai
antara pertanian dan perdagangan. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kota Sungai Penuh selama
periode 2021-2024 menunjukkan adanya upaya aktif pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas
ekonomi lokal melalui berbagai program sektoral. Untuk melihat arah dan capaian pelaksanaan
kebijakan tersebut, Tabel 8 menyajikan ringkasan program pembangunan ekonomi daerah, alokasi
anggaran, serta capaian pelaksanaannya selama periode 2021-2024.

Tabel 8. Ringkasan program pembangunan ekonomi daerah dan capaian pelaksanaannya tahun 2021-
2024

Perangkat Alokasi Capa}ian
Tahun Daerah Program Utama Anggaran Fisik Catatan
(Miliar Rp) (%)

Dinas Peningkatan Output tinggi, tetapi
2021 | pertanian Produksi Pangan 22,5 98 produktivitas stagnan

Dinas Revitalisasi Pasar Revitalisasi pasar
2022 | Perdagangan | dan Pembinaan 18 96 belum berdampak

& UKM UMKM besar pada omzet

Dinas Bantuan Sarana Belum diikuti dengan
2023 | pertanian Produksi Petani 254 97 pelatihan teknologi
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Dinas Pelatihan Peserta terbatas,
Koperasi & Digitalisasi dan 127 90 adopsi digital rendah
UKM Pembiayaan ’
UMKM

2024

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sungai masih bersifat sektoral dan belum
membentuk integrasi rantai nilai antara pertanian dan perdagangan. Hal ini tercermin dari tingginya
capaian fisik pelaksanaan program pada masing-masing perangkat daerah yang pada umumnya berada
di atas 90 persen, namun belum diikuti oleh peningkatan kinerja ekonomi riil secara signifikan.

Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 8, program pembangunan ekonomi daerah masih dilaksanakan
secara terpisah antar sektor dan antar perangkat daerah, tanpa desain integrasi rantai nilai yang jelas
antara sektor pertanian dan perdagangan. Pada tahun 2021 dan 2023, misalnya, Dinas Pertanian
memfokuskan program pada peningkatan produksi dan pemberian sarana produksi petani dengan
capaian fisik yang tinggi. Namun, program tersebut belum diikuti oleh penguatan aspek hilirisasi,
pengolahan, dan akses pasar, sehingga peningkatan output tidak secara signifikan mendorong
produktivitas dan nilai tambah ekonomi.

Di sisi lain, program yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM pada
tahun 2022 dan 2024 lebih diarahkan pada revitalisasi pasar, pembinaan UMKM, serta digitalisasi
usaha. Meskipun realisasi fisik program tergolong tinggi, dampaknya terhadap peningkatan omzet dan
perluasan pasar UMKM masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM dan pedagang
belum terhubung secara kuat dengan basis produksi pertanian lokal sebagai sumber bahan baku utama.

3.6.2 Evaluasi Kritis terhadap Kebijakan yang Ada
Dari hasil evaluasi, beberapa kelemahan kebijakan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 9. Ringkasan evaluasi kritis kebijakan pembangunan ekonomi daerah

Aspek Kelemahan Utama Dampak

Perencanaan Sektoral | Program antar-OPD belum Tumpang tindih kegiatan dan
terintegrasi dalam satu sistem duplikasi anggaran
ekonomi daerah

Orientasi Output Program masih menekankan output | Hasil tidak berdampak signifikan
fisik, bukan outcome ekonomi pada kesejahteraan

Kapasitas SDM dan Pendampingan petani dan UMKM | Produktivitas rendah dan daya saing

Kelembagaan belum berkelanjutan lemah

Infrastruktur Ekonomi | Revitalisasi pasar tanpa dukungan Efektivitas distribusi rendah
logistik dan transportasi

Pemanfaatan Rendahnya adopsi teknologi digital | Akses pasar terbatas, terutama di
Teknologi dan oleh pelaku usaha daerah rural
Digitalisasi

Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 9, salah satu kelemahan utama terletak pada masih dominannya
pendekatan perencanaan sektoral. Program yang dirancang dan dilaksanakan oleh masing-masing
perangkat daerah belum terintegrasi dalam satu kerangka sistem ekonomi daerah yang utuh. Kondisi
ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kegiatan serta duplikasi anggaran, tanpa menghasilkan
sinergi yang optimal antar sektor strategis, khususnya antara pertanian dan perdagangan. Selain itu,
orientasi kebijakan pembangunan ekonomi masih cenderung menitikberatkan pada pencapaian output
fisik, seperti jumlah kegiatan, peserta, atau infrastruktur yang dibangun, dibandingkan dengan outcome
ekonomi yang terukur, seperti peningkatan pendapatan pelaku usaha, perluasan lapangan kerja, atau
pengurangan kemiskinan. Akibatnya, meskipun capaian fisik program relatif tinggi, dampaknya
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih terbatas.
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Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan juga menjadi faktor penghambat efektivitas
kebijakan. Pendampingan terhadap petani dan pelaku UMKM umumnya bersifat temporer dan belum
berkelanjutan, sehingga peningkatan keterampilan, produktivitas, dan daya saing usaha tidak
berlangsung secara konsisten. Kelemahan ini diperkuat oleh belum optimalnya peran kelembagaan
pendukung, seperti koperasi dan asosiasi usaha, dalam mengawal proses peningkatan kapasitas pelaku
ekonomi lokal. Dari sisi infrastruktur ekonomi, kebijakan revitalisasi pasar yang telah dilaksanakan
belum sepenuhnya didukung oleh penguatan sistem logistik dan transportasi. Ketiadaan fasilitas
pendukung seperti gudang penyimpanan, sistem distribusi yang efisien, dan konektivitas antar wilayah
menyebabkan efektivitas distribusi produk pertanian dan UMKM masih rendah, terutama untuk
menjangkau pasar yang lebih luas.

Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi juga masih menghadapi tantangan signifikan. Rendahnya tingkat
adopsi teknologi digital oleh pelaku usaha, khususnya di wilayah perdesaan, membatasi akses pasar dan
informasi harga. Kondisi ini menghambat integrasi pelaku usaha kecil ke dalam jaringan perdagangan
modern dan memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha yang telah terhubung secara digital dan yang
masih beroperasi secara konvensional. Untuk memperjelas alur hubungan antara fenomena ekonomi,
akar masalah, evaluasi kebijakan, dan kebutuhan intervensi baru, berikut disajikan diagram alur logika
kebijakan

Dominasi sektor primer dan stagnasi nilai tambah

Produktivitas rendah dlan pendapatan stagnan
Program sektoral danlfragmentasi kebijakan
Tidak terbentuknya rgntai nilai terintegrasi

Kebutuhan pendekatanlsistemik dan integratif

Pengembangan Klaster Eklonomi Inklusif Pertanian—
Perdagangan

Gambar 1. Alur Logika Kebijakan Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Sungai Penuh

3.7 Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan periode 2021-2024, terdapat sejumlah peluang perbaikan yang
dapat menjadi dasar perumusan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Evaluasi
menunjukkan bahwa pendekatan sektoral antar-perangkat daerah belum membentuk keterkaitan
fungsional dalam rantai nilai pertanian—perdagangan. Selain itu, rendahnya integrasi kelembagaan,
terbatasnya adopsi digitalisasi UMKM, serta belum optimalnya dukungan infrastruktur logistik menjadi
faktor pembatas efektivitas kebijakan.

Oleh karena itu, alternatif kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bertujuan meningkatkan output
sektoral, tetapi juga membangun integrasi sistem ekonomi daerah secara menyeluruh. Alternatif ini
disusun untuk menjawab akar permasalahan struktural, yaitu stagnasi nilai tambah, konsentrasi tenaga
kerja berproduktivitas rendah, serta fragmentasi kebijakan lintas sektor, seperti pada tabel 10 berikut:

Tabel 10. Alternatif kebijakan

Alternatif Deskripsi . .

Kebijakan Singkat Langkah Kunci Kelebihan Kelemahan
Alternatif 1. Peningkatan a. Peningkatan dan a. Dampak a. Membutuhkan
Revitalisasi kualitas dan pemeliharaan langsung investasi besar
Infrastruktur jangkauan pasar rakyat di terhadap dan waktu
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Ekonomi infrastruktur seluruh efisiensi implementasi
Lokal ekonomi untuk kecamatan. distribusi barang relatif panjang.
mendukung . Pembangunan b. Mendorong . Efektivitas
distribusi hasil fasilitas logistik peningkatan bergantung
pertanian dan pertanian di sentra harga jual hasil pada
aktivitas produksi. pertanian dan koordinasi
perdagangan. . Pengembangan aktivitas lintas OPD dan
sistem transportasi perdagangan pemeliharaan
barang hasil local pasca
pertanian yang c. Menciptakan pembangunan.
efisien. lapangan kerja
di sektor jasa
logistik dan
pasar.
Alternatif 2. Penguatan . Pembentukan a. Meningkatkan . Memerlukan
Penguatan keterkaitan klaster komoditas nilai tambah dan waktu untuk
Rantai Nilai antarpelaku unggulan (padi, harga produk membangun
Pertanian ekonomi untuk sayur dataran pertanian kelembagaan

(Value chain)

meningkatkan
nilai tambah
dan daya saing

tinggi, kopi).

. Pengembangan

koperasi tani dan

b. Membangun
sinergi antara
produksi dan

. Risiko

dan kemitraan
yang solid.

produk unit usaha perdagangan keberlanjutan
pertanian lokal. pengolahan hasil |c. Mengurangi tanpa
pertanian. ketergantungan dukungan
. Fasilitasi pada pasar luar regulasi dan
kemitraan antara daerah. pembinaan
petani dan jangka
pedagang grosir panjang.
(offtaker).
Alternatif 3. Pengembangan . Pelatihan digital | a. Memperluas . Literasi digital
Akselerasi ekosistem marketing dan jangkauan pasar pelaku usaha
Digitalisasi ekonomi digital keuangan digital dan masih terbatas.
dan Keuangan | untuk (QRIS, e- meningkatkan . Memerlukan
Inklusif bagi memperluas commerce). efisiensi dukungan
UMKM akses pasar dan . Pembentukan transaksi. jaringan
pembiayaan Digital Business | b.Biaya internet dan
UMKM. Center di pasar implementasi pendampingan
rakyat dan sentra relatif lebih berkelanjutan.
UMKM rendah
. Integrasi data dibanding
UMKM dan infrastruktur
pembiayaan fisik.
mikro berbasis ¢. Memperluas
syariah. akses modal bagi
pelaku ekonomi
mikro.
Alternatif 4. Integrasi sektor | a. Pemetaan potensi | a. Mendorong . Memerlukan
Pengembangan | pertanian, komoditas pemerataan perencanaan
Klaster perdagangan, unggulan per pembangunan spasial dan
Ekonomi UMKM, dan wilayah. ekonomi koordinasi
Inklusif infrastruktur . Pembentukan antarwilayah. lintas sektor
Pertanian— dalam satu economic hub b. Menguatkan yang kuat.
Perdagangan Klaster ekonomi yang sinergi . Membutuhkan
produktif mengintegrasikan multipihak dukungan
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berbasis sentra pertanian, (pemerintah, kebijakan
wilayah. pasar induk, dan swasta, lintas tahun

koperasi akademisi, anggaran.

. Dukungan masyarakat).

pembiayaan, c. Memberikan

promosi, dan dampak jangka

inovasi produk panjang terhadap

berbasis klaster. kesejahteraan

masyarakat.

Masing-masing alternatif dapat dinilai secara objektif untuk mengidentifikasi kebijakan yang paling
strategis, berkelanjutan, dan relevan dengan kapasitas serta arah pembangunan ekonomi Kota Sungai
Penuh. Hasil perbandingan tersebut disajikan dalam Tabel 11 sebagai dasar penetapan alternatif
kebijakan yang direkomendasikan.

Tabel 11 Matriks perbandingan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi daerah

Alternatif 1: Alternatif 2: Alternatif 3: AItzQ;gI 4
Aspek Penilaian | Infrastruktur Rantai Nilai Digitalisasi Ekonomi
Ekonomi Pertanian UMKM .
Inklusif
Perbaikan Nilai tambah & - . .
Fokus Utama sarana fisik & integrasi Pasar digital & Sinergi antgr
- . akses keuangan sektor & wilayah
logistik pertanian
Biaya . Tinggi Sedang Rendah-Sedang Sedang-Tinggi
Implementasi
Jangka
Waktu Dampak menengah— Jangka menengah | Jangka pendek Jangka panjang
panjang
Kelembagaan OPD, swasta, ge?rpt)aer:?as# glnas Dinas UKM, Bappeda, lintas
Diperlukan PUPR p Kominfo OPD
erdagangan
Potensi L L N
Inklusivitas Sedang Tinggi Tinggi Sangat tinggi
Tingkat Risiko Menengah Menengah Rendah—Menengah _I?_/:ﬁgzrilgah—

3.8 Rekomendasi Kebijakan
3.8.1 Prinsip Umum Rekomendasi
Rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan hasil analisis fenomena, evaluasi kebijakan yang ada, serta
perbandingan alternatif kebijakan. Kebijakan yang direkomendasikan diarahkan untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan menjadikan sektor
pertanian dan perdagangan sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
Prinsip dasar yang melandasi rekomendasi ini adalah:
1). Integrasi antar sektor dan wilayah — kebijakan tidak berjalan parsial, melainkan saling
memperkuat antara pertanian, perdagangan, dan UMKM.
2). Peningkatan nilai tambah ekonomi lokal — fokus pada pengolahan, inovasi produk, dan penguatan
rantai nilai (value chain).
3). Inklusivitas dan pemerataan kesejahteraan — memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi
dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan petani.
4). Kolaborasi multipihak — pelibatan pemerintah daerah, swasta, akademisi, lembaga keuangan, dan
masyarakat dalam satu ekosistem pembangunan ekonomi daerah.
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3.8.2 Strategi Utama yang Direkomendasikan

Berdasarkan hasil analisis dan matriks perbandingan alternatif kebijakan, Alternatif 4 yaitu
Pengembangan Klaster Ekonomi Inklusif Pertanian—Perdagangan dipilih sebagai strategi utama karena
secara langsung menjawab seluruh akar masalah yang telah diidentifikasi, yaitu fragmentasi kebijakan
antar-OPD, rendahnya nilai tambah sektor pertanian, lemahnya integrasi UMKM dalam rantai pasok,
serta stagnasi struktur ekonomi daerah. Dibandingkan alternatif lainnya yang bersifat parsial,
pendekatan klaster menawarkan solusi sistemik dan terintegrasi yang mampu menghubungkan sisi
produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran dalam satu kerangka kebijakan ekonomi daerah yang
utuh.

Strategi Utama: Pengembangan Klaster Ekonomi Inklusif Pertanian—Perdagangan
Strategi ini berfokus pada pembentukan klaster ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan, dengan
pendekatan integrated value chain, yaitu menghubungkan produksi pertanian — pengolahan —
distribusi — pemasaran.
Klaster ekonomi inklusif ini berfungsi sebagai wadah integrasi aktor ekonomi lintas sektor, dengan
pembagian peran yang jelas sebagai berikut:
1). Petani dan Kelompok Tani
Berperan sebagai penyedia bahan baku utama melalui peningkatan produktivitas dan kualitas hasil
pertanian. Dalam skema klaster, petani didorong untuk tidak hanya berorientasi pada volume
produksi, tetapi juga pada standar mutu dan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan oleh sektor hilir.
2). UMKM dan Koperasi Lokal
Berfungsi sebagai penggerak utama pengolahan dan distribusi produk pertanian. UMKM
diarahkan untuk mengembangkan kegiatan pengolahan bernilai tambah (misalnya pengemasan,
pengolahan setengah jadi, atau produk olahan), sementara koperasi berperan sebagai agregator
produksi, penjamin pasokan, serta penguat posisi tawar petani dan pelaku usaha kecil.
3). Pedagang, Distributor, dan Pelaku E-Commerce
Berperan dalam memperluas akses pasar produk lokal melalui jaringan perdagangan konvensional
maupun digital.
4). Pemerintah Daerah
Berperan sebagai enabler dan regulator, bukan pelaku langsung kegiatan ekonomi. Dukungan
pemerintah daerah difokuskan pada penyediaan fasilitasi kebijakan, penyederhanaan regulasi,
penguatan infrastruktur pendukung, serta akses pembiayaan dan pendampingan usaha.

3.8.3 Arah Implementasi Strategi
1. Jangka Pendek (1-2 Tahun)
Fokus: Penguatan dasar kelembagaan dan infrastruktur pendukung.
Langkah-langkah:
e Pemetaan komoditas unggulan pertanian dan potensi perdagangan per kecamatan.
o Revitalisasi pasar daerah dan pembangunan fasilitas penyimpanan hasil pertanian.
o Penetapan kebijakan koordinasi lintas sektor melalui regulasi daerah untuk mengintegrasikan
perencanaan dan pelaksanaan program pertanian, perdagangan, dan UMKM.
e Pengembangan koperasi produksi dan unit agroindustri skala kecil sebagai dasar penguatan
nilai tambah.
o Akselerasi digitalisasi UMKM melalui integrasi sistem pemasaran digital dan perluasan akses
pembiayaan inklusif.

2. Jangka Menengah (3-5 Tahun)
Fokus: Pembentukan dan penguatan klaster ekonomi daerah.
Langkah-langkah:
e Pengembangan klaster pertanian—perdagangan di setiap kecamatan.
e Pendirian koperasi produksi dan unit pengolahan hasil pertanian (agroindustri kecil).
e Implementasi sistem e-commerce daerah untuk produk lokal (terintegrasi dengan KUR
Syariah).
e Peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan manajemen bisnis bagi UMKM.
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e Wali Kota Sungai Penuh menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Klaster
Ekonomi Inklusif Pertanian—Perdagangan sebagai payung hukum integrasi kebijakan lintas
OPD

e Pemerintah Kota Sungai Penuh mengarahkan kebijakan penganggaran daerah untuk
mendukung Klaster ekonomi inklusif melalui integrasi APBD, DAK tematik, CSR, dan skema
KPBU.

3. Jangka Panjang (5-10 Tahun)
Fokus: Transformasi struktur ekonomi menuju ekonomi inklusif dan berdaya saing.
Langkah-langkah:
e Penguatan sistem rantai nilai pertanian—perdagangan berbasis teknologi.
o Integrasi Klaster ekonomi lokal dengan jaringan regional (Kerinci, Jambi, dan Sumatera Barat).
o Peningkatan ekspor produk unggulan pertanian olahan.
e Pembentukan Pusat Inovasi Ekonomi Daerah (Regional Innovation Hub) untuk
mengembangkan produk berbasis potensi lokal.
o Implementasi kebijakan fiskal daerah yang pro-UMKM (insentif pajak dan retribusi).

Agar strategi di atas dapat berjalan efektif, dibutuhkan penguatan dari sisi kelembagaan, regulasi, dan
pembiayaan, sebagai berikut:

Tabel 12 Dukungan kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan dalam implementasi kebijakan ekonomi
inklusif
Komponen Dukungan yang Diperlukan Penanggung Jawab
Kelembagaan Pembentukan Tim Koordinasi Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas
Ekonomi Inklusif di bawah Bappeda Perdagangan, Dinas UKM

Regulasi Penyusunan Peraturan Wali Kota Bagian Hukum Setda, Bappeda
tentang Pengembangan Klaster
Ekonomi Inklusif

Pembiayaan Integrasi dana APBD, Dana Alokasi BPKAD, DPRD, Swasta
Khusus (DAK), CSR, dan skema
KPBU

Kemitraan Kolaborasi dengan perguruan tinggi Bappeda, Dinas Koperasi & UKM,
dan lembaga keuangan OJK

Monitoring dan Penguatan sistem Monev berbasis data | Bappeda, Diskominfo

Evaluasi sektoral BPS

3.9 Dampak dan Manfaat yang Diharapkan

Pelaksanaan strategi pengembangan klaster ekonomi inklusif pertanian—perdagangan diharapkan
memberikan dampak ekonomi dan sosial secara bertahap, sebagaimana dirangkum pada Tabel 13.
Dampak tersebut mencakup peningkatan aktivitas ekonomi lokal dan partisipasi UMKM pada jangka
pendek, peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja pada jangka menengah, serta
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, penurunan ketimpangan, dan pengurangan kemiskinan pada
jangka panjang.

Tabel 13 Dampak dan manfaat kebijakan ekonomi inklusif dalam jangka pendek, menengah, dan
anjang

Horizon Waktu Dampak Ekonomi Dampak Sosial
Jangka Pendek (1-2 Peningkatan aktivitas pasar dan Meningkatnya partisipasi UMKM
tahun) perdagangan lokal dalam ekonomi daerah
Jangka Menengah (3-5 | Produktivitas pertanian meningkat | Penyerapan tenaga kerja baru di
tahun) 20-30% sektor riil meningkat
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Jangka Panjang (5-10 | Pertumbuhan ekonomi >6%, Pemerataan kesejahteraan dan
tahun) Rasio Gini <0,32 pengurangan kemiskinan hingga
<3,5%

4. Kesimpulan

4.1. Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh belum sepenuhnya inklusif karena dominasi sektor pertanian
dan perdagangan belum diikuti oleh peningkatan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, serta integrasi
rantai nilai ekonomi daerah. Struktur ekonomi yang masih tradisional, konsentrasi tenaga kerja pada
sektor berproduktivitas rendah, serta fragmentasi kebijakan antar-perangkat daerah menyebabkan
manfaat pertumbuhan belum terdistribusi secara optimal. Pengembangan Klaster Ekonomi Inklusif
Pertanian—Perdagangan merupakan strategi yang paling relevan untuk menjawab permasalahan
struktural tersebut. Namun, implementasinya harus diawali dengan langkah jangka pendek yang
konkret dan segera dilaksanakan, yaitu pembentukan tim koordinasi lintas OPD berbasis outcome,
percepatan hilirisasi komoditas unggulan melalui dukungan pascapanen dan pengolahan skala mikro,
serta integrasi digitalisasi dan pembiayaan UMKM berbasis rantai nilai. Intervensi cepat ini penting
untuk mencegah stagnasi nilai tambah dan mempercepat dampak ekonomi riil.

Secara sosial, integrasi pertanian dan perdagangan berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga,
memperluas kesempatan kerja sektor riil, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah. Dari perspekitif
keberlanjutan, kebijakan harus didukung konsistensi regulasi, integrasi perencanaan lintas sektor,
pengelolaan fiskal yang terukur, serta sistem monitoring berbasis kinerja agar tidak kembali bersifat
sektoral dan jangka pendek. Dengan demikian, transformasi menuju ekonomi daerah yang inklusif dan
berdaya saing hanya dapat dicapai melalui pendekatan klaster yang terintegrasi, terukur, dan
berkelanjutan.

4.2, Limitasi

Policy paper ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan hasil
kajian sebagai dasar perumusan kebijakan di Kota Sungai Penuh. Pertama, analisis kebijakan yang
disusun terutama bertumpu pada data sekunder resmi, seperti data Badan Pusat Statistik dan dokumen
perencanaan daerah. Keterbatasan ini menyebabkan kajian belum sepenuhnya menangkap kondisi
faktual dan dinamika lapangan yang dihadapi petani, pedagang, dan pelaku UMKM, khususnya terkait
hambatan operasional, pola rantai pasok, serta respons terhadap program pemerintah daerah.

Kedua, policy paper ini lebih menekankan pada analisis struktural dan evaluasi kebijakan makro daerah,
sehingga belum menguraikan secara rinci aspek mikro implementasi kebijakan, seperti kesiapan
kelembagaan di tingkat kecamatan dan desa, kapasitas sumber daya manusia aparatur pelaksana, serta
kemampuan fiskal daerah dalam mendukung kebijakan penguatan sektor pertanian dan perdagangan
secara berkelanjutan. Ketiga, rekomendasi kebijakan yang dirumuskan bersifat strategis dan jangka
menengah—panjang, sehingga belum seluruhnya dilengkapi dengan estimasi biaya, skema pendanaan
rinci, serta analisis risiko implementasi pada setiap program prioritas.

4.3 Saran dan Studi Lanjutan

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Sungai Penuh disarankan untuk melakukan kajian lanjutan yang
lebih operasional guna mendukung implementasi kebijakan pembangunan ekonomi inklusif. Studi
lanjutan dapat difokuskan pada pemetaan rantai nilai komoditas unggulan daerah secara detail, mulai
dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, dengan melibatkan pelaku ekonomi lokal di
setiap kecamatan.

Selain itu, diperlukan kajian mikro berbasis lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata petani,
pedagang, dan UMKM, termasuk aspek akses permodalan, adopsi teknologi, digitalisasi, serta
kelembagaan ekonomi lokal. Hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar perumusan program intervensi
yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah ekonomi lokal. Studi lanjutan
juga dapat diarahkan pada analisis kesiapan kelembagaan dan koordinasi lintas perangkat daerah di
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Kota Sungai Penuh, guna memastikan integrasi kebijakan sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM
berjalan efektif. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi
juga realistis dan implementatif dalam konteks kapasitas dan kondisi fiskal daerah.
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